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KATA PENGANTAR

D a l a m  r a n g k a  m e w u j u d k a n  v i s i 
Mahkamah Agung Republik Indonesia 
yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang 
Agung” Pengadilan Negeri Sibolga sebagai 
l e m b a g a  y a n g  b e r a d a  d i  b a w a h 
Mahkamah Agung Republik Inronesia 
harus berperan aktif demi mewujudkan 
cita-cita luhur tersebut. Dalam cetak biru 
Mahkamah Agung Republik Indonesia visi 
tersebut akan kita wujudkan bersama 
pada tahun 2035.

Badan Peradilan yang Agung adalah 
sebuah kalimat singkat namun memiliki 
arti yang sangat dahsyat dan adi luhung. 
Hal tersebut hanya mungkin dapat kita 
raih dengan tekad dan kerja keras yang 
membutuhkan semangat melayani yang 
lebih karena kata agung artinya sangatlah 
luar biasa dan besar. Keagungan bukanlah 
makna yang bersifat materialitis tetapi 
lebih pada makna yang bersifat substansial. 
Kata ini lebih pada sebuah pencapaian 
sikap batin yang tinggi dan luhur.

Sa lah  satu  dar i  un sur  yang  mampu 
menempatkan kita pada posisi itu adalah
sejauh mana kita mampu memberikan layanan publik yang prima dan paripurna. 
Sebagai lembaga peradilan kita harus mampu memberikan layanan hukum yang 
prima dan paripurna bagi seluruh masyarakat.  Kita harus mampu selalu 
meningkatkan kualitas pelayanan kita dari waktu ke waktu guna mewujudkan visi 
kita tersebut.

Seiring dengan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey kepuasan masyarakat adalah sebuah cara untuk mengukur secara baik, 
obyektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang tingkat kepuasn 
masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Survey 
ini akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM inilah yang kemudian harus diukur dan dijadikan dasar perbaikan layanan publik. 
IKM ini harus diukur secara periodik sekali 6 bulan agar dapat dilakukan tindakan 
evaluasi dan perbaikan dalam hal pelayanan publik kita



Pengadilan Negeri Sibolga dalam hal ini telah menggariskan kebijakan untuk 
melakukan survey kepuasan masyarakat sekali 3 bulan (Triwulan)

Selain itu dalam pelaksanaan survey ini diharapkan dilakukan dengan cara dan 
kaedah ilmiah yang baik agar hasil survey ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik Pengadilan Negeri Sibolga.
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Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga pemerintahan pemegang  
kekuasaan yudikatif di Negara Republik Indonesia merupakan institusi 
yang berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam bidang 
peradilan. Tuntutan dan tanggung jawab akan layanan masyarakat yang 
lebih baik adalah hal pokok yang harus dicapai dan diperbaiki oleh 
Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Hal ini 
sangatlah urgen jika dikaitkan dengan Visi Mahkamah Agung yaitu 
Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Badan Peradilan yang agung 
tidak mungkin terwujud tanpa adanya kualitas pelayanan masyarakata 
yang lebih baik.

Pengadilan Negeri Sibolga sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung 
sudah barang tentu juga harus meningkatkan kualitas Pelayanannya 
apalagi jika dikaitkan dengan Visi Pengadilan Negeri Sibolga yaitu 
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sibolga yang Agung”.

Pengadilan Negeri Sibolga sebagai pengadilan tingkat pertama haruslah 
mampu memberikan pelayanan prima dan paripurna guna mencapai 
keagungannya. Evaluasi dan perbaikan periodik sangat diperlukan guna 
perbaikan pelayanan tersebut.

Untuk mendapat acuan yang lebih terukur Pengadilan Negeri Sibolga 
harus melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
Pelayanan Pengadilan Negeri SIbolga secara periodik, ilmiah dan 
bertanggung jawab. Inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam 
mengevaluasi pelayanan dan perbaikan ke depan.

Seiring dengan hal itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Survey ini haruslah dilakukan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Sibolga 
guna memperbaiki dan meningkatkan pelayanan masyarakatnya secara 
periodik.



Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat 
sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 
publik di Pengadilan Negeri Sibolga. Adapun   sasaran-sasaran Survei Kepuasan 
Masyarakat adalah sebagai berikut :

P e n g u k u r a n / s u r v e i  I n d e k s  K e p u a s a n 
Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri 
Sibolga ini dilaksanakan pada bulan akhir  
Juli s.d September 2022



Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode
 kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random 
sampling.
Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, 
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 
P e d o m a n  S u r v e i  K e p u a s a n  M a s y a r a k a t  T e r h a d a p 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah 
disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.

Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.

Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan 
diserahkan kepada tim survei

Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang 
rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak 
diikutkan dalam analisis data.

Tim survei mengkoding kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner 
dan menganalisis data.

Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik 
deskriptif.



PERSYARATAN

WAKTU
PELAYANAN

PRODUK
SPESIFIKASI

PRILAKU 
PELAKSANA

PENANGANAN
PENGADUAN

PROSEDUR
BIAYA 
TARIF

KOPETENSI
PELAKSANA

SARANA
PRASARANAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya 
berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik 
deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis 
kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di 
Pengadilan Sibolga,antara lain masyarakat pencari keadilan, Kejaksaan, 
Kepolisian, Advokat / Penasihat Hukum, Mahasiswa. Sampel pada 
penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuisioner 
dengan jawaban tertutup dan terbuka. Jawaban tertutup adalah bahwa 
jawaban telah disediakan dan terbatas hanya pada opsi yang telah dibuat 
dalam kuisioner survey ini adalah pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10. 
Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka responden bebas memberikan 
jawaban dalam kuisioner ini pada pertanyaan tentang masukan.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 
2017 Tentang Pedoman Survei  Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, yaitu:



Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan 
teknis maupun administratif.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 
pengaduan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan 
dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau 
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 
pelayanan.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk 
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan 
tindak lanjut

Sarana dan Prasrana adalah keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Sibolga guna 
melayani masyarakat.

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 
Pengadilan Negeri Sibolga ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam 
kuisioner dengan 9 item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun 
penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. 
Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi 
mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Sibolga ditentukan sebagai berikut:



NO MUTU PELAYANAN
NORMA SKOR

SKALA 100 SKALA 1-4

1 A (Sangat Baik) 81,62 – 
100,00

3,26 – 4,00

2 B (Baik) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,25

3 C (Cukup Baik) 43,76 – 62,50 1,76– 2,25

4 D (Sulit) 25,00 – 43,75 1,00 – 1,75



RESPONDEN MENURUT KARAKTERISTIK UMUR

RESPONDEN MENURUT KARAKTERISTIK  JENIS KELAMIN

TABEL 2

TABEL 3

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas 
responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun (46.15%).

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas
responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 29 orang.



RESPONDEN MENURUT KARAKTERISTIK  PENDIDIKAN TERAKHIR

TABEL 4

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas 
responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir STRATA-1 sebanyak
26 orang .

RESPONDEN MENURUT KARAKTERISTIK  PEKERJAAN UTAMA

TABEL 5
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas 
responden pada penelitian ini beperkerjaan utama LAINNYA sebanyak 
25 orang .



Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 48 
angket/survei  onl ine melalui  “APLIKASI SURVEY PELAYANAN 
ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM”. 
Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Sibolga dan 
hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sibolga sebesar 100% berada 
pada kategori "SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100). 
Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis 
selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh 
ruang lingkup tersebut

Rata-rata Skor dan Peringkat Pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 

Pengadilan di Pengadilan Negeri Sibolga

NO RUANG LINGKUP RATA-RATA
SKOR KATEGORI

1 PERSYARATAN 4.00 SANGAT 
MUDAH

2 PROSEDUR 4.00 SANGAT BAIK

3 WAKTU PELAYANAN 4.00 SANGAT CEPAT

4 BIAYA/TARIF 4.00 SANGAT 
MURAH

5 PRODUK SPESIFIKASI JENIS 
PELAYANAN 4.00 SANGAT 

MEMUASKAN

6 KOMPETENSI PELAKSANA 4.00 SANGAT 
MAMPU

7 PRILAKU PELAKSANA 4.00 SANGAT 
MAMPU

8 PENANGANAN PENGADUAN 4.00 SANGAT BAIK

9 SARANA DAN PRASARANA 4.00 SANGAT 
MEMUASKAN

TABEL 6



1. PERSYARATAN 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil 
analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4.00 berada pada interval skor 
3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT MUDAH”. 

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan 
Negeri Sibolga, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori Sangat 
Mudah.

2. PROSEDUR

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh 
rata-rata skor sebesar 4.00 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 
kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat 
pengguna layanan Pengadilan Negeri Sibolga, ruang lingkup prosedur 
berada pada kategori Sangat baik.

3. WAKTU PELAYANAN

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh 
rata-rata skor sebesar 4.00 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 
kategori “SANGAT CEPAT”. Dengan demikian kepuasan masyarakat 
pengguna layanan Pengadilan Negeri Sibolga, ruang lingkup prosedur 
berada pada kategori Sangat baik.



4. BIAYA DAN TARIF

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4.00 
berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT MURAH”. 
Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan 
Negeri Sibolga, ruang lingkup biaya/ tarif berada pada kategori Sangat 
murah.

5. PRODUK SPESIFIKASI

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari 
hasil analisis diperoleh rarta-rata skor sebesar 4.00 berada pada interval 
skor 3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT MEMUASKAN”. Dengan demikian 
kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Sibolga, ruang 
lingkup produk spesifikasi berada pada kategori Sangat Memuaskan.

6. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4.00 berada pada interval 
skor 3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT MAMPU”. Dengan demikian kepuasan 
masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Sibolga, ruang lingkup 
kompetensi pelaksana berada pada kategori mampu.



7. PERILAKU PELAKSANA

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4.00 berada pada 
interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian 
kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Sibolga, ruang 
lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik.

8. PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh 
rata-rata skor adalah sebesar 4.00 berada pada interval skor 2.51 s/d 3.25 
katagori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat 
pengguna layanan Pengadilan Negeri Sibolga, ruang lingkup  penanganan 
pengaduan, saran dan masukan berada pada katagori Sangat baik.

9. PENANGANAN PENGADUAN

Sarana dan Prasarana adalah penggunaan fasilitas guna pemuasan 
pelayanan publik. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor adalah 
sebesar 4.00 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT 
BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan 
Pengadilan Negeri Sibolga, ruang lingkup  sarana dan prasarana kategori 
Sangat Baik.



Selain memberikan output skor Survei Kepuasan Masyarakat, survei yang 
dilakukan ini juga menjaring 3 Unsur Terendah dan 3 Unsur Tertinggi dari 
responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan di Satuan 
Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga.

Adapun Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Sibolga pada 

Triwulan IV ( Oktober - Desember ) tahun 2022 adalah mencapai nilai 

4.00/100% dengan memenuhi nilai 160 yang merupakan nilai Maksimal 

sehingga seluruh unsur memenuhi nilai Unsur Tertinggi dan Unsur Terendah 

dengan nilai yang sama.



Kantor Bersih

Tingkatkan Pelayanan

Terus Berinovasi Dalam Pelayanan

Tetap Semangat Dalam Bertugas

Lebih Mengutamakan Pelayanan

Dipandu dan dilayani dengan baik



Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini,  disimpulkan bahwa 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan
Negeri Sibolga sebesar 4.00 / 100 % dan berada pada kategori SANGAT BAIK. 
Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut

üPersyaratan Pelayanan kategori 

üProsedur tata cara pelayanan 

üWaktu Pelayanan 

üBiaya/Tarif pelayanan 

üProduk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

üKompetensi Pelaksana 

üPerilaku Pelaksana 

üPenanganan Pengaduan 

üSarana dan Prasanan 



Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sibolga, 
hendaknya meningkatkan seluruh pelayanannya dan khususnya pada ruang 
lingkup Prosedur dan Penanganan Pengaduan, Berdasarkan hasil survei ini, 
kedua ruang lingkup tersebut berada pada posisi yang paling rendah, 
meskipun masih termasuk dalam kategori cepat dan murah.

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran 
yang diberikan responden, sebagai berikut:

HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI

Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.

Tepati Jadwal/Agenda Persidangan.

Proses Persidangan Lebih di Percepat.

UMUM DAN KEUANGAN

KEPANITERAAN PERDATA

Penetapan Permohonan Agar di Percepat Keluarnya.

KEPANITERAAN PIDANA
Tetap Meningkatkan Pelayanan Perkara.

KEPANITERAAN HUKUM

Agar di Terapkan Antrian Persidangan.

Petunjuk Parkir, Toilet, Mushola, Administrasi PTSP, 
Ruang Tunggu Khusus Berperkara.
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